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4. INTERVENSI
Scbaiknya, scbelum Hokim mengeluarkan penctapan dalam putusan selanya
yang bermaksud menarik pihak ketiga atas inisiatif Hakim, perfu yang bersangkutan
dipanggil lebih dahulu dan diberi penjclasan apakah ia bersedia masuk dalam
perkara yang sedang diperiksa,

b. Pihak ketiga (yang bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) yang bergabung
dengan pihak Tergugat Asal seyogianya berkedudukan schagai saksi yang
menyokong Tergugat karcna ia mempunyai kepentingan yang paralel dengan
Tergugat Asal dan ia tidak dapat berkedudukan sebagai pihak Tergugat sesuai
ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

¢. Pihak ketiga yang membela haknya sendiri harus mengajukan gugatan intervensi
dan berkedudukan sebagai Penggugat Intervensi.

d. Sebelum Majelis menolak atau mengabulkan permohonan gugatan intervensi
sebaiknya didengar juga tanggapan dari penggugat dan Tergugat Asal apakah
benar pihak ketiga yang mengajukan permohonan intervensi tersebut mempunyai
kepentingan,

e. Ditolak atau dikabulkan permohonan intervensi tersebut harus dituangkan dalam
putusan sela yang dicantumkan dalam berita acara sidang seperti ketentuan
Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

SAKSI

Pada prinsipnya pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang (Pasal 93

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) Hakim diharapkan dengan penuh kearifan

mengusahakan untuk dapatnya saksi (pejabat tersebut) hadir di persidangan.
b. Tentang siapa yang harus diperiksa lebih dahulu sebagai saksi atau saksi ahli

supaya diperhatikan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

mengenai urutan-urutan alat bukti dengan melihat situasinya. Jadi, tidak bersifat

mengikat.

6. PUTUSAN

Eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat saja ditunda asalkan ada
alasan-alasan yang layak yang dapat diterima.

Diminta agar Saudara-saudara dapat meneruskan Juklak tersebut di atas kepada
semua Hakim dan Panitera PT.TUN dan P.TUN untuk digunakan sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas justisial sehari-hari.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Muda Mahkamah Agung - RI
Urusan Lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara
ttd.
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